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IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN KELUARGA OLEH 

PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Kebijakan Ketahanan 

Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok sebagai upaya menekan 

angka perceraian. Angka perceraian di Kota Depok  menunjukkan tren yang relatif 

fluktuatif. Namun, di sisi lain, Kota Depok berhasil meraih penghargaan sebagai Kota 

Ramah Keluarga, yang penilaiannya mencakup indikator tingkat perceraian. Fenomena 

ini menyebabkan perlu diteliti lebih lanjut bagaimana Pemerintah Kota Depok 

melaksanakan kebijakan  ketahanan keluarga sebagai upaya menurunkan angka 

perceraian.  Penelitian ini menggunakkan metode kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 

informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menganalisis hasil penelitian, 

penulis menggunakkan teori Implementasi Kebijakan Publik dari Merilee S. Grindle 

dan konsep ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan ketahanan keluarga di Kota Depok belum optimal. Hal ini dinilai melalui 

indikator tipe manfaat yang melihat bahwa masih rendah masyarakat yang 

mendapatkan manfaat dari program ketahanan keluarga. Kemudian, melalui indikator 

kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor bahwa kekuasaan yang dimiliki Pemerintah 

Kota Depok dalam melaksanakan Kebijakan Ketahanan Keluarga belum mampu 

menyatukan berbagai kepentingan aktor karena tidak terbentuknya Lembaga 

Ketahanan Keluarga. Dari sisi rezim pemerintahan, pergantian kepemimpinan 

menyebabkan adanya perubahan dukungan politik yang berdampak pada efisiensi 

anggaran terhadap program ketahanan keluarga. Lalu, responsivitas lembaga juga 

relatif rendah, tercermin dari minimnya partisipasi masyarakat dalam mengakses salah 

satu program ketahanan keluarga, yaitu PUSPAGA.   

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ketahanan Keluarga, Perceraian, Kota 

Depok  
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IMPLEMENTATION OF FAMILY RESILIENCE POLICY BY THE DEPOK 

CITY GVERNMENT IN REDUCING DIVORCE RATES 

 

ABSTRACT 

This research aims to examine the implementation of the Family Resilience Policy by 

the Government of Depok City as an effort to reduce the divorce rate. The number of 

divorce cases in Depok City shows a relatively fluctuating trend. However, despite this 

fluctuation, Depok City has received the Family-Friendly City award, whose 

assessment includes the divorce rate indicator. This discrepancy underscores the need 

for further investigation into how the Depok City Government carries out the Family 

Resilience Policy as a strategy to lower the divorce rate. Additionally, it is important 

to assess cross-sectoral collaboration as mandated in Perwali Kota Depok No. 30 

Tahun 2021. This study employs a qualitative method with a case study approach. Data 

were collected through in-depth interviews with informants relevant to the research 

topic. The analysis draws on the theory of Public Policy Implementation within the 

framework of the content of policy and context of implementation by Merilee S. 

Grindle, as well as the concept of family resilience. The result of the study indicate that 

the implementation of the Family Resilience Policy in Depok City is not yet optimal. 

Based on the indicators type of which show that the number of people who receive 

benefits from the family resilience program is still low. Then from indicators power, 

interests, and actor strategies, the authority possessed by the Depok City Government 

has not been sufficient to unify the diverse interests of various actors, as evidenced by 

the absence of an established Family Resilience Institution. From the perspective of 

the governing regime, leadership transitions have led to shifts in political support, 

which in turn affect budget efficiency for family resilience programs. Furthermore, 

institutional responsiveness remains relatively low, reflected in the limited community 

participation in accessing PUSPAGA services.  

Keywords: Policy Implementation, Family Resilience, Divorce, Depok City 

 

 

 


